PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RUDY SUSMANTO
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

RODYSUSMANTO CECEPI@»S@VNAGARASD S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOGOR

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
;Z%:i:ﬂgg:lraan Indeks Penyelenggaraan Sangat
1 | Trantibumlinmas Sub Tmnibum:danSatininee. | Prediiet | “a
Urusan Trantibumlinmas
2 Terwujudnya Penegakan Indeks Penegakan Perda Pradiiat Sangat
Perda dan Perkada dan Perkada T Baik
) Sumber
No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran Dana
PROGRAM PENINGKATAN
! | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3:974.782.960 | APBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2 | PEMERINTAHAN DAERAH 42.659.299.997 | APBD

KABUPATEN/KOTA

AN
Ly

Bong gy 5 ,

SUMANHNAGARASID, S E, M.Si
“NIP:196909221997031007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWAR ANGANA, ST, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bogor, 30 Januari 2026
EDUA, PIHAK PERTAMA,

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si ANWAR ANGGANA, S.T, M.Si
NIP. 196909221997031007 NIP. 1968021141998031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOGOR
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
Sasaran Program
1 Menipgkatnya Akuntabilitas | Nilai AKIP Perangkat Daerah Pradikat BB
Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Persentase Dokumen
2 Perencanaan, Penguku_ran, Perencanaan, Penguku_rarj, : Paiash 100
Pelaporan dan Evaluasi Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah | PD yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas A
3 | Pengelolaan Keuangan b el Persen 100
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Persentase Aset yang Tercatat
Pengelolaan Aset yang sesuai dengan Ketentuan
4 | Berkualitas Pengelolaan Barang Milik Persen 100
Daerah
Terpenuhinya layanan PersentaSt-e Ashlyang
5 kenegavnlaG Tertangani Layanan Persen 100
Kepegawaian Tepat Waktu
Terpenuhinya Pelayanan Persentase Terpenuhinya Jasa
8 | Administrasi Umum Pelayanan Administrasi Umum | Persen 100
Terpenuhinya Sarana dan | Presentase Terpenuhinya
. Prasarana Penunjang Kebutuhan Sarana dan Persen 100
Urusan Pemerintah Daerah | Prasarana yang sesuai dengan
ketentuan
8 Berfungsinya baraqg milik Persentase_ barang milik Dafarah S 100
Daerah dengan baik yang terpelihara dengan baik
Tersedianya barang milik Persentase terpenuhinya
9 | Daerah penunjang urusan | kebutuhan sarana dan prasarana | Persen 100

Pemerintah Daerah

yang sesuai dengan ketentuan




No Program/ Kegiatan/ Sub Anggaran (Rp) Sumber Dana
Perencanaan, Penganggaran, dan

1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 260,00/.000 | ARR0
Administrasi Keuangan Perangkat

2 Dasrak 21.727.410.696 | APBD

3 Adminitrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 10.784.900 | APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat

4 aarais 222.967.500 | APBD

5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 752.049.600 | APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

6 Phmerkiliiban Biamis 18.624.791.951 | APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

7 | Penunjang Urusan Pemerintahan 952.060.000 | APBD
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah

8 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108:498.550 | AFBD

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

A,

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si

NIP. 196909221997031007

Bogor, 30 Januari 2026
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA,

ANWAR ANGGANA, S.T, M.Si
NIP. 1968021141998031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RHAMA KODARA MARENDRA, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bogor, 30 Januari 2026
EDUA, PIHAK PERTAMA,

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si RHAMA KODARA MARENDRA, S.Sos
NIP. 196909221997031007 NIP. 197808252008011003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Satuan | Target

No Sasaran Indikator Kinerja
Tercapainya penanganan
Gangguan Ketentraman Persentase gangguan trantibum
1 dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

sesuai SOP yang berlaku

Persen 100

Meningkatnya penanganan

dengan SOP yang berlaku

penyelesaian Gangguan Persentase penanganan
2 | Ketentraman dan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum sesuai Ketertiban Umum

Persem 100

No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran (Rp) | Sumber Dana
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
1 | Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah 1.639.646.700 | APBD
Kabupaten/Kota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

Bogor, 30 Januari 2026

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM,

RHAMA KODARA MARENDRA, S.Sos
NIP. 197808252008011003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAYOGA SANTOSA, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOGOR
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
D I m— Persentase Pemberdayaan Anggota
1 anggota Satpol PP SRERLE Persen 100
Sjoang e o Persentase Anggota Satpol PP
andar peningkatan
2 . yang telah memperoleh Persen 100
k t ta Satpol PP
A e D Pelatihan dan Pembinaan
No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran (Rp) | Sumber Dana

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan

1 | Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah 302.572.735 APBD
Kabupaten/Kota
Bogor, 30 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG KEPALA BRDANG PEMBINAAN,
CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si PRAYOGA SA SA, SE, MM

NIP. 196909221997031007 NIP. 197002282002121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - YEDI AHMAD MULYADI, S.H, M.-H
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bogor, 30 Januari 2026

PIHAK PERTAMA,

\L

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si YEDI AHMAD MUYADI, S.H, M.H
NIP. 196909221997031007 NIP. 196906151998031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan | Target
;ﬁ;%ﬁ?gﬁlil:\%i?\ztaans Persentase Peningkatan
1 Masyarakat (jumlah dan Kapasias SOMInMes Persen 100
kualitas personil/SDM)
: Persentase anggota Satlinmas
Standar peningkatan yang telah ditingkatkan
2 | kapasitas anggota : Persen 100
: kapasitasnya
Perlindungan masyarakat
No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran (Rp) | Sumber Dana
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
1 Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah 263.474.025 APBD
Kabupaten/Kota

Bogor, 30 Januari 2026

\

~

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si YEDI AHMAD MUYADI, S.H, M.-H

NIP. 196909221997031007 NIP. 196906151998031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI TRITUGASTYO,S.E, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
DAERAH

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
. target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026

K KEDUA, PIHAK PERTAMA,
) I3
CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si YOGI TRITUGASTYO, SE, MM

NIP. 196909221997031007 NIP. 196910191999031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOGOR

No Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan | Target

Tercapainya penanganan

1 | Perkada sesuai SOP yang | Perkada
berlaku

penegakan Perda dan Persentase Penegakan Perda dan

Persem 100

Meningkatnya Penanganan | persentase pelanggaran Perda dan

Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani sesuai
2 | Perkada sesuai dengan SOP Persen | 100
SOP yang berlaku
No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran (Rp) | Sumber Dana

dan Peraturan Bupati/\Walikota

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

401.521.370

APBD

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
AJA,

CECEP IMAM NAGARASID, S.E, M.Si
NIP. 196909221997031007

Bogor, 30 Januari 2026

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANGAN-UNDANGAN DAERAH,

YOGI TRITUGASTYO, SE, MM
NIP. 196910191999031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :M EFENDI S.AP
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RHAMA KODARA MARENDRA S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perehcanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

—

RHAMA KODARA MARENDRA S.Sos
NIP. 197808252008011003




No

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Sasaran

Terlaksananya Penindakan Atas
Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum berdasarkan
Perda dan Perkada Melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk
Rasa dan Kerusuhan Massa

Terwujudnya penataan dan
penertiban reklame yang tertib,
aman, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga tercipta
lingkungan wilayah yang rapi dan
berestetika, terjaganya
keselamatan masyarakat,
terlindunginya aset milik
Pemerintah Daerah, serta
meningkatnya kepatuhan pelaku
usaha terhadap ketentuan
perizinan dan penataan reklame di
wilayah Kabupaten Bogor.

Terwujudnya kepatuhan
masyarakat dan pelaku
pembangunan terhadap ketentuan
perizinan bangunan melalui
pelaksanaan pengawasan,
penertiban, dan penindakan yang
tegas dan terukur, sehingga
tercipta ketertiban umum,
kepastian hukum, serta lingkungan
wilayah Kabupaten Bogor yang
tertata, aman, dan berkelanjutan.

Terwujudnya pengendalian
aktivitas galian C di wilayah
Kabupaten Bogor melalui
pelaksanaan pengawasan,
penertiban, dan penindakan yang
tegas, terkoordinasi, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga tercipta
ketertiban umum, terjaganya
kelestarian lingkungan, serta
terwujudnya kepastian hukum bagi
masyarakat dan pelaku usaha.

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah Laporan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan
Penindakan

Jumlah kegiatan penertiban
reklame yang melanggar
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dilaksanakan.

Laporan

Kegiatan

Jumlah kegiatan penindakan
terhadap bangunan tanpa izin
yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang dilaksanakan.

Kegiatan

Jumlah kegiatan penertiban dan
penindakan terhadap aktivitas
galian C ilegal yang tidak memiliki
perizinan resmi sesuai ketentuan
hukum yang berlaku yang
dilaksanakan.

Kegiatan

Target
12

12

12




No

Sasaran

Terwujudnya penataan dan
kepatuhan Pedagang Kaki Lima
terhadap ketentuan lokasi
berjualan melalui pelaksanaan
pengawasan, penertiban, dan
penindakan yang tegas dan
terukur, sehingga tercipta
ketertiban umum, kenyamanan,
keselamatan, serta kelancaran
aktivitas masyarakat di ruang
publik wilayah Kabupaten Bogor
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Terwujudnya penanganan PMKS
dan penertiban praktik prostitusi
yang efektif, terkoordinasi, dan
humanis, sehingga ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat tetap terjaga, potensi
gangguan sosial dapat
diminimalisir, serta tercipta
lingkungan sosial yang aman,
tertib, dan bermartabat di wilayah
Kabupaten Bogor sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Terwujudnya pengendalian
peredaran dan penjualan minuman
beralkohol tanpa izin melalui
pelaksanaan pengawasan,
penertiban, dan penindakan yang
tegas, terkoordinasi, dan
berkelanjutan, sehingga ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat terjaga, dampak sosial
negatif dapat diminimalisir, serta
generasi muda terlindungi dari
pengaruh buruk minuman
beralkohol di wilayah Kabupaten
Bogor sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Terwujudnya kepatuhan pengelola
tempat hiburan malam terhadap
ketentuan perizinan melalui
pelaksanaan pengawasan,
pemeriksaan, dan penindakan
yang konsisten dan terukur,
sehingga ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat tetap
terjaga, potensi gangguan
keamanan dapat dicegah, serta
tercipta lingkungan usaha yang
tertib dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku di wilayah Kabupaten
Bogor.

Indikator Kinerja Satuan

Jumlah kegiatan penertiban
terhadap Pedagang Kaki Lima
(PKL) yang berjualan pada area
terlarang, seperti bahu jalan,
trotoar, taman, dan tanah milik
pemerintah daerah, yang
dilaksanakan.

Jumlah kegiatan penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
serta penertiban terhadap praktik
prostitusi dalam rangka menjaga
ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat yang
dilaksanakan.

Kegiatan

Jumlah kegiatan penindakan
terhadap peredaran dan
penjualan minuman beralkohol
tanpa izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang
dilaksanakan.

Kegiatan

Jumlah kegiatan pengawasan,
pemeriksaan, dan penindakan
terhadap perizinan tempat hiburan
malam melalui penerapan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang telah ditetapkan,
dalam rangka memastikan
kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta menjaga
ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat, yang
dilaksanakan.

Kegiatan

Target

Kegiatan 96

12

12

12




No Sasaran

Terwujudnya tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah melalui pelaksanaan patroli
pengawasan dan pencegahan
yang konsisten dan terukur,

9  sehingga potensi pelanggaran dan
gangguan keamanan dapat
diminimalisir, serta ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat di wilayah Kabupaten
Bogor tetap terjaga secara aman,
tertib, dan kondusif.

Terwujudnya keamanan dan
perlindungan aset milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor melalui
pelaksanaan patroli, penjagaan,
dan pengamanan yang rutin,
terkoordinasi, dan sesuai standar
operasional prosedur, sehingga
aset pemerintah terlindungi dari
potensi gangguan, kerusakan, dan
kehilangan, mendukung
kelancaran tugas kedinasan, serta
terciptanya ketertiban dan
ketenteraman masyarakat dalam
rangka menunjang
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik,

10

Terwujudnya pelaksanaan
pengamanan unjuk rasa yang
tertib, aman, terkoordinasi, dan
humanis, sehingga ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat di wilayah Kabupaten
Bogor tetap terjaga, potensi
gangguan keamanan dapat
dicegah, serta hak masyarakat
dalam menyampaikan pendapat di
muka umum dapat terlaksana
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

1

No Program/ Kegiatan/ Sub

1 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban

Indikator Kinerja Satuan

Target

Jumlah kegiatan patroli 60
pengawasan dan pencegahan

terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah (Perda) dan Peraturan

Kepala Daerah (Perkada) terkait

ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat yang

dilaksanakan.

Kegiatan

Jumlah kegiatan patroli,
penjagaan, dan pengamanan aset
milik Pemerintah Daerah,
termasuk rumah pribadi Bupati
dan Wakil Bupati, rumah dinas,
serta perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor, yang
dilaksanakan.

Kegiatan 60

Jumlah kegiatan pengamanan 12
terhadap pelaksanaan unjuk rasa
yang dilaksanakan secara tertib,
aman, terkoordinasi, dan
humanis, guna menjaga
ketertiban umum serta
ketenteraman masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Kabupaten
Bogor yang dilaksanakan.

Kegiatan

Sumber

Anggaran Dana

949,063,075 APBD

Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM,

(=

RHAMA KODARA MARENDRA S.Sos

NIP. 197808252008011003

Bogor, 30 Januari 2026
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CECEP JAMHURI SE, S.AP, MAP
Jabatan : KEPALA SEKS|I KETENTRAMAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RHAMA KODARA MARENDRA S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
RHAMA KODARA MARENDRA S.Sos JAMHURI

NIP. 197808252008011003 NIP. 197810242002121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No Sasaran

Tersedianya Pelayanan dasar
kepada warga negara yang
terkena Dampak Penegakan Perda
dan Perkada

Terjaminnya keamanan dan
keselamatan aset milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor,
termasuk rumah dinas, rumah
pribadi Bupati dan Wakil Bupati,
serta perkantoran Pemerintah
Daerah termasuk Kantor Bupati
dan Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja, guna mendukung
kelancaran tugas kedinasan,
penyelenggaraan pemerintahan,
serta pelayanan kepada
masyarakat secara aman, tertib,
dan berkelanjutan.

Terwujudnya dukungan
pengamanan yang optimal,
terkoordinasi, dan profesional
terhadap pelaksanaan kegiatan
instansi pemerintah dan/atau
lembaga terkait lainnya, sehingga
tercipta situasi yang aman, tertib,
dan kondusif, mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemohon, serta
menjamin kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Penyediaan
Layanan Dampak Penegakan
Perda dan Perkada yang
Terlayaniumlah Laporan
pemberian pelayanan dasar
kepada warga Layanan yang ter
Dampak Penegakan Perda dan
Perkada yang Terlayani

Jumlah kegiatan pengamanan
terhadap aset milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor, rumah
dinas dan rumah pribadi pejabat
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor, serta perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor termasuk Kantor Bupati
dan Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja, dalam rangka menjaga
keamanan dan ketertiban,
menjamin rasa aman, kelancaran
tugas kedinasan, serta
mendukung kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang
dilaksanakan.

Jumlah kegiatan pemberian
layanan pengamanan atas
permintaan instansi lain, baik
instansi pemerintah maupun
lembaga terkait, yang
dilaksanakan secara terkoordinasi
dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang dilaksanakan.

Satuan
Laporan

Kegiatan

Kegiatan

Target
12

48

30




No

No

Sasaran

Terwujudnya situasi keamanan,
ketenteraman, dan ketertiban
masyarakat yang aman, tertib, dan
kondusif di wilayah Kabupaten
Bogor, khususnya pada momen
strategis Hari Raya Idul Fitri,
perayaan Natal, dan Tahun Baru,
melalui pelaksanaan Patroli Cipta
Kondisi yang terencana, terpadu,
dan berkelanjutan, sehingga
mampu mencegah potensi
gangguan keamanan dan
ketertiban serta meningkatkan rasa
aman bagi masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Terwujudnya pelaksanaan
pengamanan unjuk rasa yang
tertib, aman, terkoordinasi, dan
humanis, sehingga ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat di wilayah Kabupaten
Bogor tetap terjaga, potensi
gangguan keamanan dapat
dicegah, serta pelaksanaan
penyampaian pendapat di muka
umum berlangsung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Terwujudnya pelaksanaan perintah
pimpinan dan dukungan lintas
sektor yang efektif, terkoordinasi,
dan sesuai standar operasional
prosedur melalui kegiatan
pengawasan, penertiban, dan
penindakan terhadap berbagai
pelanggaran ketertiban umum,
sehingga tercipta kondisi
ketenteraman dan ketertiban
masyarakat yang aman, tertib, dan
kondusif, mendukung kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan
daerah, serta menjamin kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
di wilayah Kabupaten Bogor.

Pemenuhan Target SPM Urusan
Trantibum Linmas

Program/ Kegiatan / Sub

Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan

Indikator Kinerja

Jumlah kegiatan patroli ketertiban
umum di wilayah Kabupaten
Bogor dalam rangka menjaga
ketenteraman dan ketertiban
masyarakat, mencegah terjadinya
gangguan keamanan, serta
menegakkan peraturan daerah
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Jumlah kegiatan pengamanan
terhadap pelaksanaan unjuk rasa
yang dilaksanakan secara tertib,
aman, terkoordinasi, dan
humanis, guna menjaga
ketertiban umum serta
ketenteraman masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Kabupaten
Bogor yang dilaksanakan.

Jumlah kegiatan tambahan Seksi
Tranmas berupa pengawasan,
penertiban, dan penindakan
terhadap reklame, bangunan
tanpa izin, galian C ilegal, PKL di
area terlarang, PMKS dan praktik
prostitusi, peredaran minuman
beralkohol tanpa izin, serta
dukungan pengawasan perizinan
tempat hiburan malam melalui
SOP, termasuk rapat dan
koordinasi yang diperintahkan
pimpinan terkait kegiatan
strategis, yang dilaksanakan.

Jumlah dan persentase
pembayaran biaya pergantian
material bangunan serta biaya
pengobatan masyarakat yang
terdampak kegiatan penegakan
Perda/Perkada, sesuai ketentuan
belanja penanganan dampak
sosial kemasyarakatan.

Anggaran
690,583,625 APBD

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Satuan

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Paket

Target

96

12

48

Sumber

Dana




Bogor, 30 Januari 2026
KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KEPALA SEKSI KETENTRAMAN MASYARAKAT,

ot

RHAMA KODARA MARENDRA S.Sos MHURI SE, S.AP, M.AP
NIP. 197808252008011003 NIP. 197810242002121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :MUHAMMAD NAWAWI, S.E, M.M
.KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
Jabatan ' APARATUR

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :PRAYOGA SANTOSA SE, MM
Jabatan :KEPALA BIDANG PEMBINAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026
PIHAK PERTAMA,

Bt —

MUHAMMAD NAWAWI, S.E, M.M
NIP. 197303102002121003




No

No

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN SUMBER
DAYA APARATUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Sasaran

Meningkatnya Kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamong Praja
melalui Pelatihan Teknis Satpol PP

Meningkatnya Disiplin dan
Kepatuhan Anggota Terwujudnya
anggota Satpol PP yang disiplin,
patuh terhadap peraturan
perundang-undangan, serta
menaati tata tertib dan kode etik
profesi.

Terwujudnya Aparatur yang
Disiplin, Profesional, dan
Berintegritas Membentuk aparatur
yang memiliki etos kerja tinggi,
bertanggung jawab, serta
menjunjung nilai integritas dalam
pelaksanaan tugas.

Mendukung kelancaran
perjalanan,Pelaksanaan Agenda
Bupati sesuai jadwal tanpa
hambatan gangguan keamanan
maupun ketertiban.

Terlaksananya Sosialisasi

Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Program/ Kegiatan / Sub

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja

KEPALA B{DANS PEMBINAAN,

Indikator Kinerja

Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat yang
Ditingkatkan Kapasitasnya

Jumlah Kegiatan Anggota Sat Pol
PP

Jumlah Kegiatan Penegakan
Disiplin Aparatur Daerah

Jumlah Kegiatan Pengawalan
Bupati

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Sosialisasi
Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Anggaran

Satuan

Orang

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Laporan

Target
521

28

Sumber Dana

215,344,325 APBD

Bogor, 30 Januari 2026
KEPALA SEKS| BIMBINGAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR,

s~

MUHAMMAD NAWAWI, S.E, M.M

NIP. 197303102002121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD ICHSAN THAYEB S.Kom, M.Si
Jabatan : KEPALA SEKSI DETEKSI DINI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PRAYOGA SANTOSA SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026
PIHAK KEDUA, |HAK PERTAMA,

PRAYO NTOSA SE, MM MOCHAMMAD ICHSAN THAYEB S.Kom, M.Si
NIP. 197002282002121003 NIP. 1976Q7 192005021004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI DETEKSI DINI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No

No

KABUPATEN BOGOR

Sasaran

Terlaksananya Pencegahan
Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalananan, dan
Pengawalan

Teridentifikasinya potensi
gangguan trantibum secara dini
dan tersedianya data dan informasi
gangguan trantibum yang akurat
dan aktual, Menurunnya potensi
konflik sosial di masyarakat, serta
terwujudnya kondisi masyarakat
yang aman, tertib, dan kondusif,
Meningkatnya efektivitas
penegakan Perda dan Perkada.

Program/ Kegiatan / Sub

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Dicegah Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

Satuan
Laporan 12

Target

jumlah kegiatan gangguan
trantibum/ persentase
rekomendasi hasil pulbaket yang
ditindaklanjuti

Kegiatan 14

Sumber

Anggaran Dana

87,228,410 APBD

Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

KEPALA BIDANG PEMBINAAN,

PRAYOGASANTOSA SE, MM
NIP. 197092282002121003

MOCHAMMAD ICHSAN\THAYEB S.Kom, M.Si
NIP. 197607 198005021004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :IRMAN SETIANA SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PELATIHAN KELINMASAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YEDI AHMAD MULYADI S.H, M.H
Jabatan :KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
‘(L. %‘\
YEDI AHMAD MULYADI S.H, M.H IRMAN SETIANA SE

NIP. 196906151998031001 NIP. 197007192007011005




No

No

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI| PELATIHAN KELINMASAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Sasaran

Tersedianya Dokumen yang
Memuat Hasil Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Tersusunnya rencana pelatihan
pada seksi pelatihan linmas

Meningkatnya pemahaman
anggota Linmas tentang peran
Linmas dalam menjaga
ketenteraman dan ketertiban
umum

Meningkatnya kualitas dan
kesiapsiagaan anggota Linmas
hasil pelatihan melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi dalam
penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum

Tersedianya bahan evaluasi dan
laporan kegiatan pemberdayaan
Linmas

Program/ Kegiatan / Sub

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

[}

YEDI AHMAD MULYADI S.H, M.H

NIP. 196906151998031001

Indikator Kinerja Satuan Target
Jumlah Dokumen yang Memuat  Dokumen 2
Hasil Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat dalam
rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah dokumen penyusunan Dokumen 1
rencana pelatihan Linmas
Jumlah kegiatan pelatihan dan Kegiatan 50
pembinaan anggota Linmas
Jumlah kegiatan monitoring dan  Kegiatan 50
evaluasi hasil pelatihan
Jumlah dokumen laporan hasil Dokumen 1
pelatihan Linmas

Sumber

Anggaran Dana

136,427,400 APBD

Bogor, 30 Januari 2026

KEPALA SEKSI PELATIHAN KELINMASAN,

o

IRMAN SETIANA SE
NIP. 197007192007011005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :DYAH SUSILOWATI S. Kom
Jabatan :KEPALA SEKSI DATA, INFORMASI DAN MOBILISASI

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YEDI AHMAD MULYADI S.H, M.H
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

. .

-

YEDI AHMAD MULYADI S.H, M.H DYAH SUSIL AT[%Jm
NIP. 196906151998031001 NIP. 197510012005012009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI DATA, INFORMASI DAN MOBILISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan  Target
Tersedianya Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 2
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi

1 Penyelenggaraan Ketenteraman, Penyelenggaraan Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tingkat  Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Terselenggaranya seleksi terhadap = Jumlah Kegiatan Seleksi Linmas Kegiatan 2
anggota Linmas aktif di desa dan Terbaik
2 kelurahan yang memiliki kinerja,
dedikasi, dan kedisiplinan tinggi
dalam menjalankan tugas
perlindungan masyarakat.

Terlaksananya sosialisasi Aplikasi ~ Jumlah Kegiatan Pendataan dan  Kegiatan 7
SIMLINMAS, tersedianya data Pemutakhiran Informasi Linmas
3 anggota Linmas yang akurat dan dan Wilayah Rawan Bencana
mutakhir, serta tersusunnya
laporan pendataan wilayah rawan

bencana.
Terlaksananya kegiatan monitoring Jumlah Kegiatan Monitoring, Kegiatan 3
dan evaluasi MASGANA dan Evaluasi, dan Pelaporan
4 wilayah terdampak bencana serta  Kesiapsiagaan Linmas dan
tersusunnya laporan hasil Kebencanaan

monitoring dan evaluasi melalui
Aplikasi SIMLINMAS.

Terlaksananya persiapan Jumlah kegiatan persiapan Kegiatan 3
pengamanan pelaksanaan pengamanan PILKADES
Pemilihan Kepala Desa Serentak Serentak
5  melalui keterlibatan anggota
Linmas dan panitia pemilihan guna
menciptakan situasi yang aman,
tertib, dan kondusif.

Sumber
No Program/ Kegiatan/ Sub Anggaran  Dana
1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 127,046,625 APBD

Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Bogor, 30 Januari 2026
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SEKSI DATA, INFORMASI DAN MOBILISASI,

4 T

YEDI AHMAD MULYADI S.H, M.H DYAH SUSILO I S. Kom
NIP. 196906151998031001 NIP. 197510012005012009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :YUDI ISKANDAR S.E
Jabatan :KEPALA SEKSI PENEGAKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :YOGI TRITUGASTYO SE, MM
Jabatan :KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTA

/\A% )G,LT,
YOGI TRITUGASTYQ SE, MM YUDYFISKANDAR S.E
NIP. 196910191999031001 NIP. 187512112002121007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PENEGAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target

Jumlah Laporan Hasil Laporan 12
Pelaksanaan Pengawasan yang

Dilakukan Terhadap Kepatuhan

Terhadap Pelaksanaan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala

Terlaksananya Pengawasan yang
Dilakukan Terhadap Kepatuhan

1 Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

Daerah
Jumlah Kegiatan Monitoring Kegiatan 6
Berkurangnya jumlah dan tingkat Identifikasi dan Pengawasan
2 pelanggaran Peraturan Daerah Terhadap Kegiatan yang
pada objek yang bukan menjadi Melanggar Peraturan Daerah Atas

kewenangan daerah (Galian C) Obyek yang Bukan Menjadi
Kewenangan Daerah

Jumlah Kegiatan Non Yustisi Kegiatan 25
Berkurangnya jumlah pelanggaran  Terhadap Warga/Badan Usaha
3  Perda/Perkada melalui penindakan yang Melakukan Pelanggaran
non yustisi. Perda/Perkada di Wilayah
Kabupaten Bogor

Memperolah data-data hasil dari Jumlah Kegiatan Pengawasan, Kegiatan 20
kegiatan pengawasan, Pengamatan, Penilitian dan
pengamatan, penelitian, dan Pemeriksaan Terhadap
4 pemeriksaan terhadap objek dan Obyek/Kegiatan Yang Berpotensi
kegiatan yang berpotensi Melanggar Peraturan Daerah dan
melanggar Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati/Walikota di
Peraturan Bupati/Walikota di Wilayah Kabupaten Bogor

wilayah Kabupaten Bogor

Sumber
No Program/ Kegiatan/ Sub Anggaran Dana
1 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 239,057,855 APBD

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Bogor, 30 Januari 2026
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG- KEPALA SEKS| PENEGAKAN.

UNDANGAN DAERAH,
YOGI TRITUGASTYO SE, MM
NIP. 196910191999031001

DI ISKANDAR S.E
. 197512112002121007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :TEDY HIDAYAT S.H., M.A.
Jabatan :KEPALA SEKSI| PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :YOGI TRITUGASTYO SE, MM
Jabatan :KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
/\MM\)
YOGI TRITUGASTYO SE, MM TEDY HIDAYAT S.H., M.A.

NIP. 196910191999031001 NIP, 19830§052002121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
Tersusunnya Laporan Hasil Jumlah Laporan Pelaksanaan Laporan 12
Pelaksanaan Penanganan atas Penanganan Atas Pelanggaran

1 Pelanggaran Peraturan Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan
dan Peraturan Kepala Daerah kepala daerah Sesuai SOP
yang dapat ditangani sesuai SOP
Menurunnya Pelanggar Perda dan  Jumlah Kegiatan Penanganan Kasus 48

5 Perkada serta Meningkatkan Atas Pelanggaran Peraturan
kesadaran dan kepatuhan hukum  Daerah dan Peraturan Kepala
masyarakat daerah
memberikan pembinaan Jumlah Kegiatan Sidang Tindak Sidang 3

3 masyarakat melalui mekanisme Pidana Ringan (TIPIRING)
sanksi serta memberikan kepastian
hukum

Sumber

No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran  Dana

1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 162,463,515 APBD

Peraturan Kepala daerah

Bogor, 30 Januari 2026

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-  epa| A SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN,

UNDANGAN DAERAH,

‘ (L/
/\}\W\'\rt\)\}‘_
TEDY HIfJAYAT S.H., MA.

YOGI TRITUGASTYO SE, MM
NIP. 196910191999031001 NIP. 18858052002121003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :BINSAR OKTO ARITONANG S.E, M.M
Jabatan :KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :ANWAR ANGGANA ST,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

ANWAR ANGGANA ST,M.Si BINSAR OKTO ARITONANG S.E, M.M
NIP. 196802141998031004 NIP. 198110242002121002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No Sasaran

10

"

12

13

14

15

16

Tersedianya Dokumen
Perencanaan, Pengukuran,
Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen RKA- SKPD

dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
RKA SKPD

Tersedianya Dokumen Koordinasi
dan Penyusunan DPA SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
DPA SKPD

Tersusunnya Laporan Evaluasi
Kinerja Semester |l

Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

Tersusunnya Laporan Evaluasi
Kinerja Semester |

Tersedianya Laporan Kinerja
Intansi Pemerintah

Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Perjanjian
Kinerja Awal Satpol PP

Tersusunnya Dokumen Perjanjian

Kinerja Perubahan Awal Satpol PP

Tersusunnya Dokumen Rencana
Kerja Perubahan Satpol PP

Indikator Kinerja

Persentase Dokumen
Perencanaan, Pengukuran,
Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
PD yang berkualitas

Jumlah Dokumen RKA SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA SKPD

Jumlah Dokumen DPA SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Semester Il

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Semester |

Jumlah Laporan Kinerja Intansi
Pemerintah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perjanjian
Kinerja Awal Satpol PP

Jumlah Dokumen Perjanjian
Kinerja Perubahan Awal Satpol
PP

Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Perubahan Satpol PP

Satuan
Persen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Target
100




No Sasaran Indikator Kinerja Satuan  Target

Tersusunnya Dokumen Rencana Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dokumen 1

7 Kerja Satpol PP Satpol PP
Sumber
No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran  Dana
1  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 260,837,000 APBD
Daerah
2  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 7,200,800 APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 6,862,150 APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 8,991,025 APBD
5  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD 6,946,500 APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 16,149,550 APBD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169,171,750 APBD
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral 13,124,650 APBD
Daerah
9  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32,390,575 APBD

Bogor, 30 Januari 2026
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN

SEKRETARIS S PELAPORAN,

AN POLISI PAMONG PRAJA,

ANWAN ANGGANA STM.Si
: BINSAR OKTO ARITONANG S.E, M.M
NIP. 196802141998031004 NIE 1981102420004 21002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD DADAN RAMDANI SP, ME
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR ANGGANA ST M.Si
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026

PIMAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
4 v
ANWAR ANGGANA ST,M.Si CHAMAD DAUAN RAMDANI SP, ME

NIP. 196802141998031004 NIP. 197110312005011002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOGOR

No Sasaran

1

No

Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan PD

Tersedianya Gaiji dan Tunjangan
ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Tersedianya Dokumen Pelaporan

dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Program/ Kegiatan / Sub

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran

Indikator Kinerja Satuan  Target
Persentase realisasi anggaran Persen 98
perangkat daaerah
Jumlah Orang yang Menerima Dokumen 14
Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Dokumen 12
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen 12
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laporan 1
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Laporan 12
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan dan  Dokumen 1
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Sumber
Anggaran Dana
21,727,410,696 APBD
21,566,162,946 APBD
82,096,200 APBD
3,598,750 APBD
4,970,950 APBD
64,591,525 APBD
5,990,325 APBD




Bogor, 30 Januari 2026
SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

MUCHAMAD DADAN RAMDANI SP, ME
NIP. 197110312005011002

ANWAR ANGGANA ST,M.Si
NIP. 196802141998031004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TATA HAIDAR RIZA SP, M.Si
Jabatan :KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANWAR ANGGANA STM.Si
Jabatan :SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 30 Januari 2026
PIHAK PERTAMA,

le

ANWARANGGANA ST,M.Si TATA HAIDAR RIZA SP, M.Si
NIP. 196802141998031004 NIP. 197505262002121007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR

No Sasaran

10

11

12

13

14

15

16

Pengelolaan aset yang berkualitas

Tersedianya Dokumen
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Tersedianya laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Terpenuhinya layanan
kepegawaian

Tersedianya Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Tersedianya Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Meningkatnya Kapasitas anggota
Satpol PP Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Terpenuhinya pelayanan
administrasi umum

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Terpenuhinya jasa penunjang
urusan pemerintahan daerah

Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Berfungsinya barang milik daerah
dengan baik

Indikator Kinerja

Persentase aset yang tercatat
sesuai dengan ketentuan
pengelolaan barang milik daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKP

Persentase ASN yang tertangani
layanan kepegawaian tepat
waktu

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

Persentase terpenuhinya jasa
pelayanan administrasi umum

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase terpenuhinya jasa
penunjang urusan pemerintah
daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Persentase barang milik daerah
yang terpelihara dengan baik

Satuan

Persen

Dokumen

Laporan

Persen

Dokumen

Dokumen

Orang

Persen

Paket

Paket

Paket

Laporan

Persen

Laporan

Laporan

Persen

Target
100

100

10

100

100

100

12

12

100




No Sasaran

17

18

19

20

21

22

No

~N O 0 A W N

o

10
11
12
13
14
15
16

17

18

19
20

Indikator Kinerja

Tersedianya Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan dan Perizinannya

Terpeliharanya Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terpeliharanya Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Tersedianya Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Tersedianya Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya

Program/ Kegiatan / Sub
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana
yang sesuai dengan ketentuan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

Satuan

Unit

Unit

Paket

Unit

Persen

Paket

Anggaran
10,784,900
5,854,900

4,930,000
222,967,500
193,800,000

9,167,500

20,000,000

752,049,600
22,252,500

205,657,100
219,000,000
305,140,000
18,624,791,951
336,002,400
18,288,789,551
962,060,000

88,500,000

642,630,000

74,130,000
146,800,000

Target
56

56

100

Sumber
Dana

APBD
APBD

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

APBD
APBD

APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD

APBD

APBD

APBD
APBD



Sumber

No Program/ Kegiatan / Sub Anggaran Dana

21 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 108,398,350 APBD
Pemerintah Daerah

22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 108,398,350 APBD

Bogor, 30 Januari 2026
SEKRETARIS SATAAN POLISI PAMONG PRAJA, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

e

ANWAR ANGGANA STM.Si TATA HAIDAR RIZA SP, M.Si
NIP. 196802141998031004 NIP. 197505262002121007




